BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 31 TAHUN
2015 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI

Menimbang

Mengingat

NEGERI SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 31 Tahun
2015 tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Luwu Timur, perlu
disesuaikan dengan adanya perubahan tugas dan
struktur keanggotaan Sekretariat PPNS berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintahan Daerah, sehingga perlu diubah,;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu
Timur Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten
Luwu Timur; |

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4270); &



10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan
Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk
Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5298);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6502);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan,
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji,
Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda
Pengenal Pejabat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 87);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 166);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2
Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 269);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1
Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahxin 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Timur Nomor 80); (P



12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2015
tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawal
Negeri Sipil Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah
Kabupaten Luwu Timur Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 31 TAHUN
2015 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 31 Tahun
2015 tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 31)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 5, angka 8 dan angka 9 Pasal 1 diubah, sehmgga
berbuny1 sebggal berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2

n

10.

Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagaai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Luwu Timur.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah
Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan
terhadap pelanggaran atas ketentuan Pergturan Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Luwu Timur.

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus
oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Kepala SKPD adalah seluruh Kepala SKPD yang ada di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut
Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi,
operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik
Pegawai Negeri Sipil. e)b
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2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah dan ayat (2) serta ayat (3) dihapus,
sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Sekretariat PPNS mempunyai tugas meliputi:

a. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada
kegiatan penyidikan, operasional penyidikan penegakan
Peraturan Daerah dan Undang-Undang;

b. melakukan pendataan PPNS;

c. menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan
dan administrasi penyidikan bagi PPNS;

d. memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam menyusun
Peraturan Daerah terkait dengan penyidikan tindak pidana
pelanggaran Peraturan Daerah dan Undang-Undang;

e. memberikan rekomendasi kepada Bupati terkait kebutuhan PPNS
di Daerah berdasarkan luas daerah, tingkat kerawanan, dan
kepadatan penduduk di Daerah;

f. melakukan koordinasi dengan Instansi penegak hukum lainnya,

g. memfasilitasi administrasi PPNS; dan

h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala
kepada Bupati dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.

(2) dihapus.
(3) dihapus.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru
yakni ayat (3), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Sekretariat PPNS berkedudukan di Satuan Polisi Pamong Praja.
(2) Struktur Organisasi Sekretariat PPNS terdiri atas:

a.
b.
C.

pembina : Bupati;

pengarah : Sekretaris Daerah;

ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja;

sekretaris : Sekretaris Satuan Polisi Pamong
Praja;

koordinator operasional : Kepala Bidang yang membidangi

Penegakan Peraturan Perundang-
undangan Daerah atau sebutan
lainnya pada Satuan  Polisi
Pamong Praja;
koordinator teknis penyidikan : Koordinator = Pengawas  PPNS
Kepolisian Resor Luwu Timur;
anggota : 1. Kepala Perangkat Daerah
terkait penegakan Peraturan
Daerah dan Undang-Undang
sesuai kebutuhan; (,t



2. Kepala Bagian Hukum; dan
3. PPNS di lingkungan
Pemerintah Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat PPNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lpwu

Timur. 67&

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 13 Agustus 2024
BUPATI LUWU TIMUR,
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BUDMAN

Diundangkan di Malili

pada tanggal 13 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,
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BAHRI SULI
BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 21
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